
 
 
   
 
 

WALIKOTA CIREBON 
PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN WALIKOTA CIREBON 

NOMOR   29   TAHUN 2015 
 

TENTANG  

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CIREBON  

NOMOR 55 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN 
PEMBERDAYAAN KOPERASI BERBASIS RUKUN WARGA (RW) 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA CIREBON, 
 

Menimbang  :   a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 55 
Tahun 2013 telah ditetapkan Pedoman Pembinaan dan 

Pemberdayaan Koperasi Berbasis Rukun Warga (RW); 

                       b.   bahwa sehubungan  adanya  perubahan sasaran kegiatan 
Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi Berbasis Rukun 

Warga (RW), maka harus dilakukan penyesuaian terhadap 
Peraturan Walikota; 

                       c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 
55 Tahun 2013 Tentang Pembinaan dan Pemberdayaan 
Koperasi Berbasis Rukun Warga (RW); 

Mengingat   :   1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3502); 

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

4.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

5.  Undang-Undang    Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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6.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2008  tentang  Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4866); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pemberdayaan 
dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540); 

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal 
Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3744);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5404); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 540); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan 

Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Nomor 19); 
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15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri 

D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada 

Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2014 Nomor 8); 

16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 7 Seri E); 

17. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 41 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, 
Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah 

Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 
Nomor 41); 

18. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 55 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi Berbasis 
Rukun Warga (RW) (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 

2013 Nomor 55); 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA CIREBON TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA 
CIREBON NOMOR 55 TAHUN 2013 TENTANG 

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI 
BERBASIS RUKUN WARGA (RW). 

 
Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Cirebon Nomor 55 Tahun 
2013 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi Berbasis 
Rukun Warga (RW) (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 55) 

diubah sebagai berikut : 
 

Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai 
berikut : 

 
Bagian Kedua 

Bentuk Hadiah dan Alokasi Hadiah 

 
Pasal 14 

(1) Hadiah yang diberikan kepada pemenang kompetisi berupa uang dan 
berasal dari APBD. 

(2) Alokasi hadiah diberikan kepada Koperasi/Pra Koperasi pemenang 
kompetisi di tiap Kelurahan se- Kota Cirebon, dengan alokasi masing-
masing Kelurahan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas. 

(3) Besaran  hadiah  untuk  penambahan  modal usaha bagi koperasi/pra 
koperasi berprestasi, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala 

Dinas. 
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Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon. 
 

 
Ditetapkan di Cirebon 
pada tanggal  18 Mei 2015    

 
WALIKOTA CIREBON, 

 
 

ttd, 
 
 

NASRUDIN AZIS 
 

 
 

Diundangkan di Cirebon 
pada tanggal  20 Mei 2015 
             

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, 
 

 
                             ttd, 

 
 

ASEP DEDI 

 
 

 
BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 29 

 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

DAN HAK ASASI MANUSIA, 
 

ttd, 
 

YUYUN SRIWAHYUNI P 

Pembina Tingkat I (IV/b) 
NIP. 19591029 198603 2 007 

 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
  


